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ABSTRAK 

 

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  

DI KOTA PEKANBARU 

 
Oleh 

 

 

NISA ULFITRIA KASALSA BELA  

NIM 02270620846 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru pada periode Februari 2025 hingga Mei 2025. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru, 

serta untuk mengukur kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik bagi masyarakat maupun BAPENDA Kota Pekanbaru sebagai 

sumber informasi dan referensi untuk studi lanjutan. Dalam upaya peningkatan 

penerimaan PBB, pemerintah Kota Pekanbaru melakukan optimalisasi melalui 

pendekatan Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Digitalisasi (IED). Pendekatan ini 

diterjemahkan dalam empat langkah besar, yaitu pendataan ulang dan 

pembaruan database perpajakan, pengembangan teknologi informasi yang 

memadai, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta penguatan 

inovasi, regulasi, dan kerjasama. 

 

Kata Kunci:  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya 

peningkatan, Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang pendapatan utamanya 

bersumber dari pajak. Pendapatan dari departemen pajak digunakan oleh 

pemerintah untuk semua jenis kegiatan pembangunan nasional, salah satunya 

membangun dan meningkatkan infrastruktur negara, pembayaran gaji pegawai 

negeri, dan pengembangan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan dan 

kesehatan. Maka dari itu untuk meningkatkan pembangunan nasional suatu negara 

diperoleh dari sumber kesadaran suatu bangsa dalam pemenuhan kewajiban 

dibidang perpajakan. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan defenisi menurut 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas 

Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. . Pajak 

sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang sangat besar, telah memberi 

peran yang sangat penting bagi pembangunan, kesejahtraan rakyat, penopang 

terbesar APBN dan APBD, maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk 

bersama-sama  melaksanakan  kewajiban  dalam  membayar  pajak  sebagai 
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pencerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di 

negara Indonesia. 

Berdasarkan jenisnya pajak dibedak menjadi pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral 

Pajak) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan 

pembangunan (APBN) Seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai , 

PPnBM dan Bea Meterai. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola 

pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah (BPRD) di dalam APBD. 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah di atur dalam Undang- 

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Pemerintahan No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dalam rangka 

mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Pajak daerah terbagi atas 

pajak Daerah Provinsi meliputi 5 jenis pajak dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

meliputi 11 jenis pajak. 11 pajak daerah Kabupaten/kota tersebut sudah termasuk 

pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). 

(PBB-P2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. PBB-P2 merupakan Pajak Daerah 1 yang sumber pendapatannya 
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besar bagi Pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Tarif NJOP Kota Pekanbaru 

sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 

(5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dengan ketentuan NJOP dibawah dan 

sampai 1 Milyar dikenakan sebesar 0,1%, NJOP diatas 1 Milyar sampai 2 Milyar 

dikenakan sebesar 0,2% dan untuk NJOP diatas 2 Milyar dikenakan sebesar 0,3%. 

Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatra. 

Kota ini terdiri dari 15 kecamatan, dan 83 kelurahan dengan luas daerah 

632,26 km² yang memiliki peran strategis baik sebagai pusat pemerintahan, 

perdagangan, maupun industri. Pekanbaru juga menjadi pusat pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Riau dengan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh sektor 

perdagangan, industri, dan jasa. Keberagaman sektor ini tentu berdampak pada 

struktur penerimaan pajak yang ada di kota ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang 

signifikan di Kota Pekanbaru. PBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PBB 

Perdesaan dan PBB Perkotaan, yang dikenakan pada objek pajak berupa bumi 

dan/atau bangunan. Objek pajak ini meliputi berbagai jenis properti, baik yang 

bersifat komersial, pemukiman, maupun aset lainnya yang terdapat di wilayah 

Pekanbaru. Objek ini harus dikelola secara efektif dan efesien guna meningkatkan 

penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. 

Dengan pesatnya perkembangan infrastruktur dan nilai properti yang terus 

meningkat, PBB-P2 menjadi instrumen yang efektif dalam menggali potensi 
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pendapatan daerah. Sebagai kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

pesat, terutama di sektor perdagangan, industri, dan jasa, sejalan dengan visinya 

sebagai Smart City Madani, Pekanbaru menyadari pentingnya optimalisasi 

penerimaan PBB-P2 dalam memberikan kontribusi terhadap pembiayaan 

pembangunan daerah, guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas, 

pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru 

mempunyai peran penting dan menjadi faktor utama sebagai pendorong 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam hal pendapatan dari sektor Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Kurangnya upaya dari pemerintah 

dalam pengoptimalisasi pemungutan pajak dapat menjadi permasalahan terhadap 

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota 

Pekanbaru. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru, bahwasanya jumlah data Kontribusi Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Pekanbaru sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru 

 

Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan Asli Daerah Kontribusi % 

2022 Rp. 149.222.678.377 Rp. 719.630.893.371 20.74% 

2023 Rp. 152.567.286.026 Rp. 784.905.563.682 19,43% 

2024 Rp. 173.389.604.846 Rp. 816.711.583.338 21,23% 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2025 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, 

kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan 

perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sebesar 

Rp.149.222.678.377, dari total PAD sebesar Rp.719.630.893.371, sehingga 

kontribusinya mencapai 20,74%. Pada tahun 2023, penerimaan PBB meningkat 

menjadi Rp.152.567.286.026, dengan PAD sebesar Rp.784.905.563.682, namun 

persentase kontribusinya sedikit menurun menjadi 19,43% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024, terjadi peningkatan baik dari sisi 

nominal penerimaan PBB maupun kontribusinya terhadap PAD. Penerimaan PBB 

sebesar Rp.173.389.604.846 dari PAD sebesar Rp.816.711.583.338, 

menghasilkan kontribusi sebesar 21,23%, yang menunjukkan tren positif dari 

tahun sebelumnya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan dan penurunan 

sehingga membutuhkan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan agar memberikan kontribusi yang lebih 

optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pemungutan yang 

dilakukan saat ini belum sepenuhnya optimal, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian kasus dan permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dari itu 

penulis mengambil dan mengkaji tugas akhir dengan judul “UPAYA 

PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA 

PEKANBARU”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan permasalahan, yaitu : 

1. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Pekanbaru. 

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam peningkatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadao Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam peningkatan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, penelitian ini juga 

berguna untuk menerapkan teori-teori yang penulis telah dapatkan selama masa 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, sehingga ilmu yang diperoleh 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang perpajakan 

daerah. 
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1.4.2 Manfaat Paraktis 

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

maupun pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

melalui optimalisasi PBB-P2. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran 

dalam mengelola serta meningkatkan penerimaan dari sektor PBB-P2. 

1.5 Metode Penelitian 

 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan. Teratai No.81, Pulau Karam, Kecamatan 

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28156, Telepon: (0761) 

22701. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan 

bulan Mei 2025. 

1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Data primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

melalui wawancara dengan pihak kantor Badan Pendapatan Daerah pada 

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
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2. Data sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari  

subjek penelitian, data yang di peroleh dalam bentuk laporan, catatan, 

dokumen melalui kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan 

berbagai sumber yaitu jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah: 

 

1. Wawancara Pengambilan data secara lisan dengan sumber datanya yang 

dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau lewat telepon.yang 

dimana jawaban responden direkan dan dirangkum sendiri oleh peneliti. 

2. Dokumen Pengambilan data melalui dokumen dilakukan secara tertulis 

maupun tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen 

diperoleh untuk mendukung kelengkapan data yang lain. 

1.5.5 Analisis Data Penulis 

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, 

yaitu dengan metode dekriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada 

sedemikian rupa kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada diperoleh 

dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan 

mengemukakan saran yang dianggap perlu. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi 4 

(empat) bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKAS PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum yang menjelaskan 

terkait tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi, struktur 

organisasi, uraian tugas pokok instansi. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Dalam bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan praktek sesuai 

dengan topik pembahasan yang diteliti. 

BAB IV : PENUTUP 

Dada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis sehubungan 

dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA 

PEKANBARU 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktoirat pada Direktoirat Keuangan 

Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 

dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru 

dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas; 

 

2. Seksi Tata Usaha; 

 

3. Seksi Pajak dan Reitribusi; 

 

4. Seksi IPEDA; 

 

5. Seksi Opeirasi/Penagihan. 

 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya 60 Daerah Tingkat II 

Peikanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas; 

 

2. Seksi Tata Usaha; 

 

3. Seksi Pajak dan Retribusi; 

 

4. Seksi IPEDA; 

 

5. Seksi Operasi/Penagihan. 

 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerntah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru menndak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organsasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Peimerintah Kota 

Pekanbaru,termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas; 

 

2. Wakil Kepala Dinas; 

 

3. Bagian Tata Usaha; 

 

4. Sub Dinas Program; 

 

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan; 

 

6. Sub Dinas Penagihan; 

 

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain; 

 

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan; 

9. Kelompok Fungsional. 
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Seiring berjalannya waktu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

telah mengalami perubahan untuk kemajuan Kota Pekanbaru. Adapun jenis Pajak 

Daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2024 sebagai 

berikut: 

1. PBB – P2 

 

2. BPHTB 

 

3. PBJT atas: 

a. Makanan dan/atau Minuman 

b. Tenaga Listrik 

c. Jasa Perhotelan 

d. Jasa Parkir 

e. Jasa Kesenian dan Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Air Tanah 

 

6. Pajak MBLB 

 

7. Pajak Sarang Burung Walet 

 

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 

2.2.1 Visi 

“Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang 

professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City”. 

1. Optimalnya Pendapatan Daerah artinya Pengingkatan Pendapatan Asli 

Daerah dengan menggali potensi sumber – sumber Pendapatan Asli 

Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan 
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Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain – lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang 

dimulai dari kegiatan pendaftaran, pendataan,penetapan, penagihan, 

pembayaran dan pengawasan. 

2. Pengelolaan Pajak Daerah yang Profesional artinya Pengelolaam pajak 

daerah yang efektif, transparan, akuntabel, tertib administrasi sesuain 

aturan yang berlaku. 

2.2.2 Misi 

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 

 

2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesioinal. 

 

3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam 

kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan 

Pengendalian). 

4. Penngkatan koordinasi dan pengendalian. 

 

5. Meningkatkan kapasitas, efeiktifitas dan efisieinsi unit keirja dalam rangka 

memberikan kualitas prim dan pelayanan pajak. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapdan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 
 

 

 

 

 

Sumber:Gambar Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru , 2025
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2.4 Uraian tugas dan Fungsi Bagian/unit kerja Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru 

1. Kepala Badan 
 

a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

b. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

c. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan 

tugas di bidang pendapatan daerah; 

d. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan dan 

pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat 

daerah teknis; 

e. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan Unit Pelaksana 

Teknis dalam lingkup tugasnya; 

f. Perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan 

penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya; 

g. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang 

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

h. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 
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i. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang 

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

2. Sekretariat 

 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja 

kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Penyusunan bahan koordinasi rencana kerja Badan Pendapatan 

Daerah; 

c. Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi 

umum, keuangan dan program; 

d. Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan 

pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan; 

e. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan, perumusan laporan tahunan 

dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan; 

f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan pemeliharaan kebersihan, 

ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas 

serta perlengkapan gedung kantor; 

g. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat 

Badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 
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h. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Sekretariat Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan 

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- 

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

3. Bidang Pajak Daerah 1 

 

a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah I 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang 

pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

c. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi PBB, 

BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK; 

d. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan 

teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan 

surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PAJAK JASA 

LISTRIK dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek 

pajak serta penelitian lokasi/lapangan; 

e. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan daftar 

nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah 
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PAJAK JASA LISTRIK serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB 

dan PAJAK JASA LISTRIK yang berkaitan dengan pendaftaran dan 

pendataan; 

f. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan 

PAJAK JASA LISTRIK; 

g. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan perhitungan penetapan 

PBB-P2; 

h. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan validasi penerimaan 

pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; 

i. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan langkah 

strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan 

PAJAK JASA LISTRIK; 

j. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerbitan dan 

pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB 

dan PAJAK JASA LISTRIK yang berkaitan dengan penetapan; 

k. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak 

Daerah I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

l. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

m. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak 

Daerah I dengan cara membandingkan antara rencana operasional 

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 
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n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan 

dengan tugasnya. 

4. Bidang Pajak Daerah 2 

 

a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah 

II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang 

pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

c. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT; 

d. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan 

teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT dan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air 

Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak 

serta verifikasi lokasi/lapangan; 

e. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan 

daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan 

daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan; 

f. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan perhitungan 

penetapan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air 

Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT; 
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g. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan 

perhitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran 

atas permohonan wajib pajak daerah; 

h. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pemberian 

pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dan Pajak PBJT, penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan 

pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah; 

i. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan penerbitan 

dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah 

yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah; 

j. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak 

Daerah II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan 

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

k. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

l. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak 

Daerah II dengan cara membandingkan antara rencana operasional 

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan 

dengan tugasnya. 
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5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P3D) 

 

a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Perencanaan 

Dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan pembukuan penerimaan/ 

pemungutan dan penyetoran Pendapatan Daerah serta 

legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga; 

c. Penyusunan bahan koordinasi Perencanaan dan Pengembangan dalam 

peningkatan Pendapatan daerah; 

d. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya; 

e. Penyusunan bahan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan 

penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Perangkat Daerah 

pemungut pendapatan daerah; 

f. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan semua Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain; 

g. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pelaporan 

realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah; 

h. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan 

penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga; 

i. Penyusunan bahan koordinasi penghimpunan peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan pajak daerah; 

j. Penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama antar bidang pada Badan 

Pendapatan Daerah dan Instansi yang terkait; 
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k. Penyusunan bahan koordinasi baik unsur Dinas terkait serta lintas 

sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintahan Daerah maupun 

Pemerintahan Pusat dalam rangka menyusun kompilasi sistem dan 

mekanisme bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya 

alam, dana perimbangan lainnya, dan dana bagi hasil provinsi; 

l. Penyusunan bahan koordinasi dengan dinas terkait atau instansi 

sektoral dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor 

dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan dana perimbangan, 

serta dana bagi hasil provinsi; 

m. Penyusunan bahan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja 

bidang pengelolaan, perencanaan dan pengembangan pendapatan 

daerah dan terhadap penerimaan daerah secara berkala; 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan 

dengan tugasnya. 

6. Bidang Pengendalian Pajak Daerah (Daljak) 

 

a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pengendalian 

Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi 

penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, Penindakan, penyitaan, 

keberatan dan pengurangan Pajak Daerah; 

c. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kegiatan 

Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 
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d. Penyusunan bahan koordinasi penyusunan, pengkoordinasian, dan 

pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/ 

penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan 

pengurangan; 

e. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan 

Pengawasan,  pemeriksaan,  penagihan,  penindakan,  penyitaan, 

penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi 

objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah; 

f. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelaporan 

secara berkala hasil pengendalian pajak daerah; 

g. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan bidang 

pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku; 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan 

dengan tugasnya. 

7. UPT 

 

a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis 

penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; 

b. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Kepala 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; 

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan 

dengan tugasnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan 

Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama 

tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PBB 

menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022, kontribusi PBB terhadap 

PAD sebesar Rp149.222.678.377 dari total PAD Rp719.630.893.371, atau 

sekitar 20,74%. Pada tahun 2023, meskipun terjadi peningkatan nominal 

penerimaan PBB menjadi Rp152.567.286.026, dari total PAD 

Rp784.905.563.682, persentase kontribusinya sedikit menurun menjadi 

19,43%. Namun pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan baik dalam 

nominal maupun persentase, yaitu penerimaan PBB sebesar 

Rp173.389.604.846 dari total PAD Rp816.711.583.338, sehingga 

kontribusinya naik menjadi 21,23%. 

2. Upaya optimalisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu dengan melakukan Pendataan 

Ulang dan Pembaruan Database Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), Penguatan Inovasi dan 

Kerja Sama dengan Masyarakat, Edukasi dan Sosialisasi yang Berkelanjutan. 

Diharapkan dengan strategi ini membarika peningkatan lagi terhadap 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tahun 
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2025 Kota Pekanbaru terhadap PAD  guna mendukung pembangunan yang 

adil dan merata. 

4.1 Saran 

Dari Kesimpulan di atas, penulis ingin memberi beberapa saran yang bisa 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Upaya 

meningkat penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

diantaranya adalah : 

1. Bapenda Kota Pekanbaru perlu lebih serius dalam melakukan pendataan 

ulang objek pajak. Masih banyak bangunan dan lahan yang belum terdata 

atau datanya tidak sesuai kondisi lapangan. Pendataan bisa dilakukan 

dengan turun langsung ke lapangan, dibantu teknologi seperti peta digital, 

agar data pajak lebih akurat dan adil dalam penarikan. 

2. Bapenda Kota Pekanbaru juga perlu meningkatkan sosialisasi ke 

masyarakat soal pentingnya bayar PBB. Banyak warga yang belum paham 

manfaat pajak atau cara bayarnya.  

3. Dari sisi petugas, Bapenda Kota Pekanbaru sebaiknya rutin memberi 

pelatihan agar mereka siap melayani dan menjelaskan langsung ke 

masyarakat. Pengembangan aplikasi seperti SMART TAX dan Asiap juga 

harus terus dilakukan supaya distribusi SPPT makin tepat waktu dan 

pembayaran PBB lebih akurat.  
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Peraturan Perundang-Undangan: 

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

Sumber dari Kantor atau Website Lain 

  

https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1317/ied-:%E2%80%98reward%E2%80%99 

bapenda-untuk-menjamin-kemudahan-dan-kemurahan-layanan-pajak-daerah-yang 

berkelanjutan 

 

https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/5551/bapenda-pekanbaru-rencanakan-sensus-

objek-pajak-untuk-optimalkan-pad 

 

https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/4391/apresiasi-wajib-pajak-lunasi-pbb 

sebelum-jatuh-tempo-bapenda-taja-gebyar-undian-pbb-berhadiah-pada-27-oktober-

mendatang 

 

https://cekpbb.bapenda.pekanbaru.go.id/ 

 

https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1926/Bapenda-Pekanbaru-Gelar-Diklat 

Penilaian-PBB-P2-tahun-2023 

 

https://www.instagram.com/bapenda_pekanbaru?igsh=OWY2c29qcnV3NXNt 

 

https://youtu.be/SoJRchQj2iI?si=WWjVTsl4PbtQuoNH 

 

https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1694/Apa-itu-Asiap-Aplikasi-Baru-Bapenda-

yang-dilauncing-langsung-Walikota-Muflihun 
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Wawancara dengan Bapak Fauzan Efendi AM, SE, M. AK selaku kepala subbidang 

pendataan dan pendaftaran PBB, BPHTB, dan PPJ 
 

  



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Berapa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap 

Pendaptan Asli Daerah Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)? 

3. Berapa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024? 

4. Apa Dasar Hukum dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru? 

5. Berapakah tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 
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